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ABSTRACT 
In this research, the author discusses the implementation of the elimination of the property to 
determine the importance of the elimination of the region's asset's property management 
activities. This matter is based on the consideration that eliminating region's property is the 
last step for curbing the region's belongings. The elimination of the region's property cannot 
be taken lighly because if there are items that the management and control are under an 
governmen institution which does not pay a proper attention towards this elimination, it may 
be possible appears a condition in which the properties do not give any benefit and have an 
economic values but burden on the maintenance cost.  
Keywords : Implementation , Elimination , Region's property 
 
ABSTRAK 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membaha smengenai pelaksanaan penghapusan barang 
milik daerah dimana untuk mengetahui pentingnya penghapusan barang dalam kegiatan 
pengelolaan barang milik daerah. hal tersebut dilatarbelakangi dengan mengingat 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut merupakan langkah terakhir terhadap 
upaya penertiban barang-barang milik daerah. Masalah mengenai penghapusan barang milik 
daerah tidak dapat dianggap ringan sebab apabila terdapat barang-barang yang berada dalam 
kepengurusan dan penguasaannya pada suatu instansi pemerintahan tidak memperhatikan 
masalah penghapusan, maka dapat dimungkinkan muncul suatu kondisi dimana barang yang 
diadakan tersebut tidak dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan, tetapi justru membebani biaya perawatan sehingga barang yang bersangkutan 
tidak memiliki manfaat maupun tidak memiliki nilai ekonomis dalam pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan. 




Kegiatan Pengadaan barang sangat dibutuhkan dalam kegiatan 
pemerintahan serta digunakan sebagai sarana dalam kegiatan pelayanan publik. 
Dalam hal pengadaan barang tersebut,barang yang akan dibeli harus disesuaikan 
dengan perencanaan kebutuhannya serta pemanfaatan barang-barang tersebut bagi 
penunjang pelaksanaan kegiatan daerah. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan 
seluruh barang yang cara peolehannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) atau barang yang diperoleh dari 
perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 1 Ayat (1) dan (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. Dalam kata lain Barang Milik/Kekayaan Negara BM/KN yakni 
barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi 
pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Daerah ataupun dengan perolehan lainnya yang sah, yang 
tidak termasuk dalam kekayaan Negara yang dipisahkan (dikelola oleh Badan 
Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.
1
 Barang Milik Daerah 
tersebut merupakan asset negara dimana pebgelolaannya tidak hanya terhadap 
proses administrasinya saja, melainkan juga harus memperhatikan efisiensi, 
efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan asset tersebut. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah mendapat penyempurnaan 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
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Milik Daerah dimana menjelaskan bahwa yang disebut sebagai barang milik 
daerah adalah sebagi berikut
2
 : 
1. Barang milik daerah yang meliputi : 
a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; 
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis; 
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau  
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 Pejabat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola barang-
barang yang ada dengan tugas mengawasi dan mengelola barang-barang tersebut 
serta menggunakan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Pengelolaan barang 
tersebut dilakukan agar Barang Milik Daerah (BMD) yang ada tetap terawat dan 
dapat digunakan sesuai fungsinya. Suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan 
adanya penggunaan secara terus menerus dan ditambah dengan adanya suatu 
tindakan pemeliharaan yang tidak serius maka akan menyebabkan kondisi dari 
barang-barang tersebut menjadi rusak baik kerusakan ringan maupun rusak berat. 
Jika terjadi kondisi yang demikian, maka proses penghapusan tersebut sangat 
diperlukan. Penghapusan barang milik daerah tersebut seringkali menjadi pilihan 
bagi Pejabat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Barang Milik Daerah 
yang rusak khusunya terhadap barang yang mengalami kerusakan berat akan 
menambah beban anggaran pemeliharaan apabila terus berada dalam daftar 
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barang. Dengan kata lain, penghapusan merupakan proses terakhir dalam 
perjalanan hidup Barang Milik Daerah (BMD) tersebut. Penghapusan Barang 
Milik Daerah (BMD) merupakan proses tindak lanjut daripada pengelolaan 
Barang Milik Daerah (BMD) itu sendiri, dengan tujuan untuk membebaskan 
kepengurusan Barang Milik Daerah (BMD) yang telah memenuhi kriteria untuk 
dilakukannya suatu tindakan penghapusan dari pertanggungjawaban administratif  
terhadap fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara Barang atau 
Pengurus Barang atau Pengguna Barang berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah disebutkan dalam pasal 53 bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah 
meliputi penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan 
penghapusan barang dari daftar Barang Milik Daerah (BMD). Dijelaskan lebih 
lanjut dalam pasal 54 bahwa penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut 
dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah (BMD) sudah tidak berada dalam 
penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna,barang tersebut sudah beralih 
kepemilikannya dimana karena terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain, 
penghapusan dilakukan dengan adanya keputusan Kepala Daerah yang bertindak 
sebagai Pengelola Barang. 
Penghapusan barang milik daerah (BMD) tersebut merupakan finishing 
terhadap upaya penertiban barang-barang milik daerah yang dimana dilakukan 
terhadap barang-barang yang perlu dilakasanakan suatu tindakan penghapusan. 
Untuk dapat dilakukan suatu tindakan penghapusan, terdapat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Persyaratan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri 
Keuangan No.96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan 
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Barang Milik Negara serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana 
untuk dihapuskan terdapat persyaratan teknis dan pesyaratan ekonomis serta 
barang hilang atau barang dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau 
kerugian. Khusus untuk kendaraan dinas operasional, Peraturan Menteri 
Keuangan No.96/PMK.06/2007 mengatur bahwa kendaraan bermotor dinas 
operasional hanya dapat dilakukan tindakan penghapusan apabila telah berusia 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun 
perolehannya dalam kondisi baru, sedangkan apabila perolehannya bukan dalam 
keadaan baru maka tindakan penghapusan dilakukan sejak 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya.
3
 Penghapusan barang 
tersebut dilaksanakan berdasar pada keputusan pengelola dalam hal ini atas nama 
Kepala Daerah untuk Barang Milik Daerah. Hal tersebut dimaksudkan bahwa 
barang-barang yang berada dalam penguasaan suatu instansi sudah tidak berada 
dalam penguasaan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan dengan keputusan 
Kepala Pemerintahan terkait bahwa barang tersebut sudah beralih 
kepemilikannya.  
Masalah mengenai penghapusan barang-barang milik daerah merupakan 
masalah yang tidak dapat dianggap ringan, sebab apabila terdapat barang yang 
berada dalam kepengurusan serta penguasaannya pada suatu instansi 
pemerintahan tidak memperhatikan masalah penghapusan barang milik daerah 
tersebut, maka sangat dimungkinkan muncul suatu kondisi yang dimana barang 
yang belum dihapus tidak dapat digunakan atau bahkan tidak memberikan 
kontribusi terhadap kegiatan operasional dalam bekerjanya pemerintahan, 
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 Margono, Pentingnya Penghapusan Baang Milik Negara dan Persyaratannya,. Diakses di : 




sehingga secara tidak langsung akan membebani biaya pemeliharaan karena 
terhadap pengadaan barang-barang milik negara dan terhadap pengelolaannya 
tetap diajukan anggaran biaya pemeliharaan. Hal ini menjadi alasan mengapa 
perlu dilakukan suatu tindakan penghapusan barang milik daerah. Dalam kondisi 
lain justru terjadi sebaliknya, dimana terdapat barang milik daerah yang telah 
terdaftar untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun kondisi fisik dari 
barang tersebut tidak nampak, baik karena rusak berat maupun karena sebab lain.  
Hal tersebut menjadi masalah yang cukup serius untuk perlu dilakukannya 
perhatian dan perlu untuk dilakukannya suatu tindakan yang tepat dalam  
mengatasi masalah yang demikian. Barang-barang yang telah masuk kedalam 
daftar barang yang akan dihapus pada dasarnya merupakan barang-barang yang 
tidak layak digunakan baik karena barang tersebut mengalami kerusakan maupun 
karena terdapat suatu peristiwa yang mengakibatkan perlu dihapusakannya 
barang tersebut dari daftar barang, sehingga apabila tetap berada dalam daftar 
barang akan membebani biaya operasional atau biaya perawatan, terutama 
terhadap barang-barang yang bergerak.  
II. Rumusan Masalah  
1. Mengapa perlu dilakukan tindakan penghapusan barang milik daerah? 
2. Bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilingkungan 
Pemerintahan Kota Malang? 
3. Apa hambatan yang diahadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 






III. Metode Penelitian 
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini 
adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan metode 
pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. 
Pendekatan yuridis sosiologis tersebut digunakan untuk memperoleh kebenaran 
serta fakta-fakta yang terjadi.  
Pada penyusunan penulisan ini penelitian dilakukan di Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Sedangkan Jenis Data yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer: yakni data-data yang bersumber dari responden. Dalam hal 
ini penulis melakukan wawancara kepada responden untuk memperoleh 
informasi mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Data 
primer tersebut merupakan hasil wawancara kepada staf bagian asset 
daerah  maupun data-data terkait dengan penghapusan barang milik 
daerah yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Malang. Dimana hasil wawancara dan data-data yang telah 
diperoleh dijadikan dasar analisis pelaksanaan penghapusan barang milik 
daerah. 
b. Data Sekunder: merupakan data-data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yang dimana studi kepustakaan tersebut dilakukan untuk 
memperoleh landasan teoritis mengenai pelaksanaan penghapusan 
barang milik daerah. Selain itu penulis juga tidak menutup kemungkinan 
memperoleh bahan-bahan atau data yang terkait dengan Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik daerah tersebut dari sumber atau literatur 
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lainnya baik melalui peraturan perundang-undangan, bahan bacaan, 
jurnal, artikel maupun media elektronik. 
Populasi dan sampel dalam penelitian diambil dari Kepala Bidang 
Penggunausahaan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Malang serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan maslah hukum 
ini. 
Dalam tahap analisis data, pengolahan data yang dilakukan adalah, 
terhadap data yang diperoleh dari narasumber yang kemudian dihubungkan 
dengan pustaka yang ada dan dengan metode kualitatif, dalam arti lain apa yang 
telah diinformasikan oleh narasumber secara tertulis maupun secara lisan diteliti 
serta dipelajari dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni 
merupakan suatu penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat 




IV. Pembahasan  
Sebagaimana telah diketahui bahwa secara umum Kota Malang terkenal 
dengan Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata karena terdapat banyak potensi 
alam serta kondisi iklim yang dimilikinya. Kota Malang sendiri berada ditengah-
tengah wilayah Kabupaten Malang yang secara astronomis berada pada posisi 
112.06º-112.07ºBT, 7.06º-8.02ºLS. 
Luas seluruh wilayah Kota Malang yakni 110.06 km
2 
yang terbagi 
kedalam 5 kecamatan dengan jumlah penduduk ± 836.373 jiwa yang diamana 
untuk melayani keperluan masyarakat Kota Malang, Pemerintah Daerah 
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 Bungin, M.Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 
lainnya,. Prenada Media Group. Jakarta.  hlm 69. 
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perlu meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan 
pelayanan tersebut, salah satunya dengan kegiatan pengadaan barang. 
Pengadaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa
5
. 
Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dimaksud Pengadaan 
Baranag merupakan suatu kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang dibiayai 
oleh APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh 
penyedia barang
6
. Sedangkan Barang milik daerah terdiri atas barang yang 
dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan barang yang dimiliki oleh Perusahaan 
Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah
7
. 
a. Barang milik daerah merupakan barang-barang yang perolehannya 
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pejabat  Pengelola Barang. Mengingat 
bahwa dilaksanakannya Pengadaan barang milik daerah tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan publik, dengan kata lain BMD tersebut merupakan 
barang milik publik maka terhadap pengadaannya harus memperhatikan 
prinsip-prinsip pengadaan Barang milik daerah yang mendasarinya prinsip-
prinsip pengadaan Barang Milik Daerah, yang antara lain adalah Prinsip 
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 Berdasarkan Pasal 1 point 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
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 Berdasarkan Pasal 1 point 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas 
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Pemerintah 
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 Nyemas Hasfi, dkk., Pengelolaan Barang Milik Daeah (suatu studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan 




Efisien; Prinsip Efektif; Prinsip Terbuka dan Bersaing; Prinsip Transparan; 
Prinsip Adil; dan Prinsip Akuntabel
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Tindak lanjut terhadap kegiatan pengadaan barang tersebut adalah 
kegiatan pengelolaan mulai dari penggunaan hingga penghapusannya diawasi 
oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahi 
wewenang sebagai Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Terkait 
dengan penulisan ini, maka yang menjadi pusat pembahasan adalah kegiatan 
penghapusan barang.. penghapusan barang merupakan upaya pemerintah dalam 
mengelola barang-barang yang memang sudah tidak layak dipergunakan. 
Alasan dari dilakukkannya penghapusan barang tersebut adalah bahwa 
barang yang bersangkutan tidak memiliki manfaat, barang yang bersangkutan 
tidak memiliki nilai ekonomis, dan barang yang bersangkutan berada dalam 
kondisi rusak baik karena rusak berat maupun rusak ringan
9
. Hal tersebut sesuai 
dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang 








Secara fisik barang tidak 
dapat dipergunakan 
karena rusak dan tidak 
ekonomis bila 
diperbaiki; 
Untuk optimalisasi Barang 
Milik Daerah yang berlebih 
atau idle; 




Secara teknis tidak dapat 






Secara ekonomis lebih 
menguntungkan bagi Daerah 
apabila dihapus, karena biaya 
operasional dan 
pemeliharaannya lebih besar 
dari manfaat yang diperoleh. 
 
Diluar kesalahan ata kelalaian 
penyimpanan dan/atau 
Pengurus Barang; 
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 Widjaja Gunawan. 2002.  Pengelolaan Harta Kekayaan Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 20. 
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 Hasil Wawancara dengan Staf Bidang Penggunausahaan Aset Daerah Kota Malang di Kantor BPKAD pada 
tanggal 20 Januari 2014. 
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 Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis 




Telah melampaui batas 









dasar spesifikasi dan 
sebagainya; dan 
  
Karena kecelakaan atau alasan 
tidak terduga (force majeure). 
 
Selisih kurang dalam 
timbangan atau ukuran 
disebabkan penggunaan 






Dari alasan mengapa dilakukannya penghapusan barang milik daerah 
tersebut sangat jelas bahwa penghapusan barang milik daerah penting untuk 
dilakukan agar dapat meminimalis biaya perawatan. Pelaksanaan penghapusan 
barang milik daerah sendiri dilakukan atas usulan SKPD yang bersangkutan 
dengan melampirkan dokumen-dokumen serta foto dari barang yang rusak 
tersebut
11
. Terhadap usulan yang dilakukan oleh SKPD tersebut dilakukan telaah 
staf yang dimaksudkan untuk menyusun panitia pelaksanaan penghapusan. 
Pelaksanaan penghapusan itu sendiri tidak secara langsung dilakukan pada saar 
itu, namun barang-barang yang rusak dikumpulkan terlebih dahulu kedalam 
gudang besar yang berisi barang-barang rusak lainnya yang berasal dari SKPD 
yang berbeda pula.  
Dari telaah staf yang diusulkan oleh Pembantu Pengelola Barang tersebut 
akan mendapat persetujuan disposisi kepanitiaan dari Sekretaris Daerah selaku 
Pengelola Barang. Dari disposisi tersebut maka dapat dilakukan rapat kepanitiaan 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan rapat tersebut 





maka setiap panitia diserahi kewenangan masing-masing sesuai yang telah 
ditentukan termasuk melaksanakan survey lapangan terhadap barang yang 
diusulkan dilakukan penghapusan. Survey lapangan tersebut bertujuan untuk 
memutuskan apakah barang yang diusulkan dilakukan penghapuan tersebut 
memang benar-benar tepat untuk dimusnahkan atau dihapuskan dari daftar 
inventaris. Apabila barang yang masuk dalam kondisi rusak ringan namun masih 
layak pakai maka barang yang bersangkutan tersebut masih tetap dipergunakan 
dengan cara diperbaiki atau dengan cara lain, sedangkan terhadap barang yang 
sudah tidak layak untuk digunakan mala dilakukan rapat selanjutnya untuk 
memproses penghapusan, dari hasil rapat tersebut disusun sebuah Berita Acara 
hasil dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diusulkan 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh Surat Keputusan 
pelaksanaan Penghapusan. 
Pelaksanaan penghapusan hanya dapat dilakukan setelah dikeluarkannya 
Surat Keputusan dari Walikota.dalam pelaksanaan penghpusan barang tersebut 
pasti terdapat kendala atau ahambtan yang dialami oleh BPKAD selaku Pembantu 
Pengelola Barang. Adapun hambatan-hambatan teknis yang secara umum yang 
dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan penghapusan barang tersebut antara 
lain:  
a. Pergantian kepengurusan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Pergantian kepengurusan pada SKPD menjadi penghambat dalam proses 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah hal tersebut dikarenakan, 
pada saat pengajuan penghapusan dari SKPD kepada Pengelola Barang 
tidak dapat secara langsung dilakukan suatu proses penghapusan atau 
pemusnahan terhadap barang yang ada, namun terlebih dahulu disimpan 
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dalam gudang besar maupun dalam gudang SKPD yang bersangkutan. 
Masalah yang muncul apabila SKPD sudah berganti pengurus, maka 
sangat dimungkinkan terjadinya suatu kerancuan atau ambigu terhadap 
barang yang akan dihapus. Misalnya pada tahun 2012 dilakukan 
pengajuan penghapusan barang berupa printer merk X type A. Pada tahun 
2013 pihak Pengelola Barang melakukaan tinjauan laporan atau survey 
barang yang akan dihapus namun pada saat itu terdapat pergantian 
kepengurusan dalam SKPD yang bersangkutan, sehingga tak jarang 
barang yang telah ditentukan atau didaftarkan tersebut tertukar ataupun 
salah tafsir. 
 
b. Asal usul barang tidak jelas 
Pada dasarnya terdapat suatu proses sebagai awal barang tersebut muncul 
yakni merupakan proses pengadaan barang, dari proses pengadaan barang 
tersebut dapat dietahui asal usul perolehan barang tersebut. Pengadaan 
barang tersebut mempermudah dalam proses pelaksanaan penghapusan, 
yakni mengetahui asal usul dari barang yang akan dihapus apakah barang 
tersebut diperoleh dari pembelian yang membebankan APBD amupun 
barang-barang yang diperoleh dari hibah. Dalam pelaksanaan 
penghapusan barang milik daerah tersebut tidak jarang SKPD yang 
mengajukan proses penghapusan tidak menerangkan asal usul dari barang 
yang ada, misalnya saja barang yang diperoleh melalui hibah namun tidak 




c. Barang yang didafarkan untuk dilakukan penghapusan namun tidak ada 
wujud atau fisik atas barang tersebut 
 
Terkadang dijumpai pula barang-barang yang telah didaftarkan ataupun 
diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun pada saat 
dilakukan survey wujud atau kondisi barang tersebut sudah tidak ada, hal 
tersebut bisa saja terjadi karena barang hilang sehingga barang yang 
semula ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya 
ketidaksesuaian antara catatan dengan fisik atau fakta yang ada. Barang 
milik daerah tersebut dimungkinkan habis terbakar sehingga secara fisik 
barang tersebut musnah. Demikan juga jika terdapat barang yang 
menguap atau menyusut (terutama untuk barang persediaan). 
Selain hambatan secara teknis tersebut, penulis mencoba menguraikan 
hambatan lain yang penulis katakan sebagai hambatan eksternal yang kurang 
menguntungkan, yakni: 
a. Terdapat barang yang hilang karena kelalaian Pengguna Barang 
ataupun hilang karena perampokan. 
b. kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penghapusan barang milik 
daerah dilingkungan pemerintahan daerah Kota Malang. Sebab, masih 
terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum pernah 
melakukan usulan penghapusan barang milik daerah, pada hal apabila 
dilogika proses berdirinya SKPD atau organisasi terkait tersebut cukup 
lama sehingga apabila belum pernah melakukan usulan penghapusan 
barang milik daerah maka dapat ditafsir seberapa banyak barang-
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barang yang rusak terkumpul atau berapa banyak jumlah barang yang 
tidak memiliki nilai ekonomis,mengingat dari 100 (seratus) Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kota Malang hanya 16 (enam belas) Satuan 
Kerja Perangkat daerah yang mengusulkan melakukan penghapusan 
barang milik daerah. Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan aparatur 
yang berwenang khusunya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Malang khusunya dalam kegiatan sosialisasi pentingnya 
penghapusan barang milik daerah. 
Adapun solusi dari adanya hambatan-hambatan yang mengakibatkan 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tidak dapat berjalan secara efektif 
dan efisien tersebut antara lain: 
a. Terhadap barang yang tidak jelas asal usulnya tetap dilakukan suatu 
tindakan penghapusan namun harus ditelusuri asal muasal barang tersebut 
ada. Penelusuran tersebut dilaksanakan dengan mencari dokumen-
dokumen terkait dengan barang yang bersangkutan oleh Pengelola Barang 
kepada Satuan Kerja Perangkat daerah, dan oleh SKPD kepada Pengguna 
Barang. 
b. Terhadap barang yang terdaftar namun tidak ada wujud atau fisiknya, 
maka harus terlampir Berita Acara. Berita Acara tersebut merupakan 
pembuktian maupun sebagai dasar bagi Pengguna barang maupun Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk mengajukan pelaksanaan penghapusan. 
Sedangkan menurut penulis solusi atas hambatan eksternal tersebut antara lain: 
a. Upaya yang dilakukan terhadap barang yang hilang karena kelalaian 
pengguna barang adalah tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi 
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tersebut merupakan jalan penengah agar daerah tidak mengalami 
kerugian. Alasan dilakukannya penuntutan tersebut karena Pengguna 
Barang dianggap lalai sehingga menyebabkan barang tersebut hilang, 
atas kelalaiannya tersebut maka Pengguna Barang diwajibkan untuk 
melakukan ganti rugi kepada daerah. Hal tersebut dilakukan kerena 
terhadap barang yang hilang harus dilakukan penghapusan, namun 
tidak dalam hal hilang karena kelalaian Pengguna Barang. Sedangkan 
untuk barang-barang yang hilang karena terjadi perampokan terhadap 
barang tersebut tetap dilakukan penghapusan namun dengan bukti 
yang kuat jika barang tersebut hilang dikarenakan terjadinya 
perampokan atau hal yang tidak disengaja atau tidak direncanakan 
sebelumnya atau tidak karena kelalaian Pengguna Barang. 
b. Melakukan program sosialisasi kepada SKPD yang bersangkutan 
sehingga dalam pelaksanaan penghapusan dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien jika antara pihak Pengelola Barang dengan 
Pengguna Barang mampu bekerjasama dengan baik. 
V. Penutup  
Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik 
daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan,yaitu: 
1. Pelimpahan kewenangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah berasal 
dari kewenangan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam 
mengatur urusan pengelolaan barang-barang milik daerah terutama pada 
kegiatan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah. 
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Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut, Pemerintah 
Daerah Kota Malang menyerahkan kewenangan untuk melakukan 
pengajuan penghapusan barang kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat 
Daerah) baik Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang melalui 
delegasi, dimana dengan adanya pendelegasian maka dapat dikatakan 
bahwa Daerah menyerahkan kompetensinya untuk melaksanakan 
pengelolaan barang milik daerah baik secara keseluruhan maupun sebagian 
untuk mengurus barang-barang milik daerah yang berada dalam 
kewenangannya termasuk dalam mengajukan usulan penghapusan barang 
milik daerah. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut 
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 
selaku Pembantu Pengelola Barang. Penghapusan barang milik daerah 
tersebut diberlakukan terhadap barang-barang yang tidak memiliki nilai 
ekonomis, dalam kata lain alasan dilakukannya pengajuan penghapusan 
barang milik daerah tersebut adalah barhwa barang-barang yang 
bersangkutan tidak memiliki manfaat bagi penggunanya, baik karena 
barang tersebut rusak maupun tidak dapat member kontribusi dalam 
kegiatan pemerintahan. Sehingga apabila barang tersebut masih terdaftar 
dalam neraca maka akan membebani biaya perawatan. Pelaksanaan 
penghapusan barang milik daerah tersebut berdasarkan pada Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tercantum dalam pasal 53, pasala 




2. Proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut diawali 
dengan adanya pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah oleh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang kemudian akan 
dilakukan telaah staf dari bagaian perlengkapan ke Sekretaris Daerah 
selaku Pengelola Barang. Stelah adanya disposisidari Sekretaris Daerah 
tersebut dilakukan rapat panitia pelaksana penghapusan dan panitia yang 
bersangkutan menyusun nota dinas hasil rapat yang telah diadakan. Dari 
adanya rapat kepanitiaan tersebut maka panitia yang diserahi tugas, 
melakukan tinjauan lapangan atau survey terhadap barang yang diusulkan 
untuk dilakukan penghapusan. Dengan adanya tinjauan lapangan tersebut 
maka dapat disimpulkan apakah barang yang bersangkutan tersebut 
memang perlu dilakukan proses penghapusan, untuk selanjutnya dilakukan 
rapat panitia untuk memproses penghapusan, dengan menyusun Berita 
Acara Evaluasi dan susunan Laporan panitia kepada Sekretaris Daerah. 
Apabila barang yang bersangkutan tersebut memang perlu dilakukan 
proses penghapusan tersebut, maka Sekretaris Daerah melakukan usulan 
penghapusan barang kepada Walikota untuk selanjutnya Walikota 
menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan sebagai legalitas bahwa barang 
yang bersangkutan telah dihilangkan dari daftar inventaris barang milik 
daerah. Proses terakhir dari pelaksanaan penghapusan barang milik daerah 
tersebut yakni pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 
telah dilakukan penghapusan. 
3. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah dilingkungan 
Pemerintahan Daerah Kota Malang tersebut melalui penjualan atau lelang, 
hibah dan memusnahkan barang-barang milik daerah yang tidak 
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bermanfaat, tidak bernilai atau dalam kondisi rusak berat. Dalam 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut tidak dapat 
dipungkiri bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan 
yang sering muncul dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah 
tersebut diantaranya: (a) pergantian kepengurusan atau pergantian Kepala 
SKPD dapat memepengaruhi terhambatnya pelaksanaan penghapusan 
tersebut, dari pergantian tersebut membuat ketidakpastian data, misalnya 
barang yang diusulkanpenghapusan oleh Kepala SKPD yang lama  adalah 
printer merk X dengan Type A, namun oleh Kepala SKPD yang baru 
barang yang dimaksud adalah printer merk X dengan Type B. Hal tersebut 
mmepersulit panitia penghapusan untuk melakukan survey barang yang 
akan dilaksanakan penghapusan; (b) asal usul barang tidak jelas, tidak 
jarang SKPD yang bersangkutan tidak mendata secara lengkap data-data 
yang diperolehnya, sehingga pada saat pengajuan pelaksanaan 
penghapusan barang panitia penghapusan mengalami kesulitan untuk 
mendata barang yang diusulkan, sebab apabila menghapus barang berarti 
menghapus pula fisik barang tersebut dari daftar inventaris barang; (c) 
barang yang rusak diusulkan untuk dihapus, namun kondisi barang 
tersbeut tidak ada, masalah tersebut muncul pada pelaksanaan 
penghapusan barang milik daerah, barang diusulkan untuk dihapus namun 
wujudnya tidak Nampak. Menghapus barang berarti menghapus kondisi 
fisik barang tersebut, apabila barang yang diusulkan tidak ada namun 
diusulkan untuk dihapus maka muncullah pertanyaan apa yang akan 
dihapus. Apabila barang yang tidak ada wujudnya tersebut tidak dihapus, 
tetapi barang tersebut masih berada dalam daftar inventaris barang, maka 
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justru akan biaya perawatan namun tidak jelas apa yang dirawat. Masalah 
lain yang perlu dicermati menurut penulis yakni sosialisasi kepada SKPD 
yang ada tentang pentingnya penghapusan barang milik daerah, sebab dari 
sekitar 100 (seratus) SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Daerah 
Kota Malang hnaya 16 (enam belas) SKPD yang melakukan usulan 
penghapusan barang milik daerah, jumlah tersebut sangat tidak seimbang 
mengingat berdirinya SKPD yang ada sudah cukup lama. Upaya yang 
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang 
khususnya Sub-bagian Penggunausahaan Aset Daerah selaku Pembantu 
Pengelola Barang sejauh ini adalah tetap menelusuri dokumen barang-
barang milik daerah yang diusulkan untuk dihapus, terhadap barang yang 
terdaftar namun tidak ada wujudnya maka SKPD yang mengusulkan untuk 
barang yang bersangkutan tersebut dihapus harus melampirkan Berita 
Acara yang menyatakan sebab mengapa barang tersebut tidak ada 
wujudnya. 
Dari seluruh bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis 
berpendapat bahwa: 
1. Menurut penulis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang 
berada dilingkungan Pemerintahan Kota Malang tersebut sesuai dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya terhadap pasal 53 
yang menjelaskan mengenai alasan mengapa barang milik daerah perlu 
dilakukan tindakan penghapusam. Barang-barang yang diusulkan untuk 
dilakukan penghapusan memang merupakan barang-barang yang sudah 
tidak bermanfaat atau tidak layak untuk digunakan, baik karena barang 
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tersebut rusak maupun barang tersebut sudah produktif atau dalam kata 
lain sudah tidak canggih lagi. Pelaksanaan dari proses penghapusan barang 
tersebut sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang ada, namun yang 
perlu menjadi catatan untuk lebih efektif dalam pelaksanaan penghapusan 
barang tersebut yakni perlu diadakannya sosialisasi terhadap pentingnya 
penghapusan barang milik daerah, mengingat penghapusan barang tesrebut 
sangat penting untuk meminimalis biaya perawatan khususnya terhadap 
barang-barang yang memang sudah tidak layak digunakan.  
2. Selain dari pejabat yang melaksanakan penghapusan barang milik daerah 
tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan juga wajib 
bekerjasama dalam mengatasai hambatan-hambatan yang ada. Misalnya, 
dengan meneliti kembali kelengkapan dokumen-dokumen yang akan 
diajukan dalam proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah 
tersebut serta apabila barang-barang milik daerah yang tidak jelas 
keberadaannya ataupun asal usul barang tersebut tidak diketahui maka hal 
tersebut menjadi pelajaran untuk tindakan selanjutnya, yakni apabila 
melakukan pengadaan barang harus lebih teliti dan mencatat dengan jelas 
dan lengkap sumber barang tersebut ada, bagaimana perolehannya maupun 
type dan jenisnya. Terhadap pergantian kepengurusan pada suatu SKPD 
juga diperlukan koordinasi kepada petugas lain yang sama-sama 
menggunakan barang tersebut, agar tidak terjadi kesalahan tafsir terhadap 
barang yang akan dihapus. Apabila terjalin kerjasama yang baik antar 
pejabat yang berwenang maka pelaksanaan penghapusan barang milik 
daerah tersebut akan berjalan secara efektif sesuai dengan yang 
diharapkan, apalagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut 
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merupakan badan baru yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik 
daerah, jadi perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin dalam proses 
pelaksanaan penghapusan barang milik daerah khususnya agar dapat 
berjalan dengan baik. 
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